
 

                                                                                                                                            
 
 

BUPATI GUNUNG MAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

NOMOR 11 TAHUN 2013 
 

TENTANG   
 

PERUBAHAN KEDUA  ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

GUNUNG MAS   NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

BUPATI GUNUNG MAS, 
 

 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi perangkat 

daerah yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, 
potensi, dan kemampuan daerah dalam mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di 
daerah perlu dilakukan evaluasi kelembagaan; 

 

b. bahwa susunan Organisasi Dinas Daerah di 
lIngkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas 

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dalam 
Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Gunung Mas, yang dalam penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah perlu dilakukan penataan 

kembali sehingga perlu diubah; 
 

c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 

41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Perubahan Daerah Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 

tentang   Organisasi   dan   Tata  Kerja Dinas Daerah  
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Kabupaten Gunung Mas, maka diperlukan 
pengaturan tentang Perubahan  Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Gunung Mas; 
 

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan  

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung 
Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas. 
 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

republik Indonesia Tahun 1945; 

 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang                   

Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999          Nomor 
169, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3890); 
 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten 

Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4180); 
 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1994 

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 

Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5121) ; 
 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 

2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah ; 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS 

dan 

BUPATI GUNUNG MAS 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 

TENTANG PERUBAHAN KEDUA  ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS   NOMOR 4 
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DINAS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS. 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Tahun 2008  Nomor 95) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 
Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Tahun 2010  Nomor 186), diubah sebagai berikut  : 
 
 
 
 

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

 
Pasal 21 

 
Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari  : 
 
a. Kepala Dinas; 
 

b. Sekretariat, membawahkan : 
 

1) Sub Bagian Penyusunan Program; 

2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; 
3)  Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 

 
 

c. Bidang, terdiri dari ; 
 

1. Bidang Bina Marga, membawahkan : 

 
1) Seksi Jalan; 

2) Seksi Jembatan; 
3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 

 
2. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan : 
 

1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air; 
2) Seksi Pengamanan Sumber Daya Air; 

3) Seksi Pembangunan Pengairan; 
 

3. Bidang Cipta Karya, membawahkan :  
 

1) Seksi Tata Bangunan dan Perumahan ; 

2) Seksi Air Bersih; 
3) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman. 

 
4. Bidang Tata Ruang, membawahkan  : 

 
1) Seksi Tata Ruang dan Kawasan Strategis; 
2) Seksi Peralatan, Perbekalan dan Pengendalian Uji Mutu; 

3)  Seksi Kebersihan Kota; 
 

d. Kelompok Jabatan Fungsional; 
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e. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

 
 

2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut  : 
 

 
Pasal 24 

 
Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 
UMKM terdiri dari : 
 

a.  Kepala Dinas; 
 

b.  Sekretariat, membawahkan :  
 

1) Sub Bagian Penyusunan Program; 
2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; 
3)  Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 

 
c.  Bidang terdiri dari : 
 

1. Bidang Perindustrian, membawahkan :  
 

1)  Seksi Bina Sarana; 
2)  Seksi Bina Produksi Dan Lingkungan; 

3) Seksi Fasilitasi Pembinaan Kerjasama Industri  Perdagangan 
Dan Kewirausahaan Dan Iklim Usaha; 

 

2. Bidang Perdagangan, membawahkan :  
 

1)  Seksi Sarana Usaha Dan Pemasaran; 
2)  Seksi Kerjasama Dan Promosi; 

3) Seksi Perlindungan Konsumen Dan Metrologi; 
 

3. Bidang Koperasi, membawahkan :  
 

1) Seksi Bina Usaha Koperasi; 

2) Seksi Kelembagaan Koperasi; 
3) Seksi Fasilitasi dan Permodalan; 

 
4. Bidang UMKM, membawahkan :  

 

1)  Seksi Bina Lembaga Dan SDM; 
2)  Seksi Bina Usaha; 

3) Seksi Fasilitasi Permodalan; 
 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
 
 

3. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut  : 
 

Pasal 36 
 

Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari : 
 

a. Kepala Dinas; 
 

b. Sekretariat, membawahkan : 
 

1) Sub Bagian Penyusunan Program; 
2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; 
3)  Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 
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c. Bidang, terdiri dari : 
 

1. Bidang Geologi dan Pengusahaan Air Bawah Tanah,  
membawahkan : 

 

1)  Seksi Geologi;  
2) Seksi Pengusahaan Air Bawah Tanah; 

 
2. Bidang Usaha Pertambangan, membawahkan :  
 

1) Seksi Perizinan Dan Usaha Pertambangan; 

2) Seksi Reklamasi Dan Pasca Tambang; 
 
3. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan, 

membawahkan :  
 

1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pertambangan; 
2) Seksi K3 dan Lingkungan; 

 
4. Bidang Migas, Kelistrikan dan Energi, membawahkan :  
 

1) Seksi Pengusahaan Migas; 
2) Seksi Pengusahaan Kelistrikan dan Pemanfaatan Energi; 

 
d. Kelompok Jabatan Fungsional; 

 
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

 
 
4. Ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut  : 
 

 
 

Pasal 38 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,  

Dinas Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah; 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah; 

c. pemberian pelayanan umum di bidang pendapatan daerah; 

d. pelaksanaan pembinaan teknis untuk Unit pelaksanaan teknis 
dinas pendapatan daerah;  

e. pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan 

Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan dan Perdesaan; dan 

f. penyelenggaraan urusan kesekretariat dinas. 

 
 

 
Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 
Pasal 39 

 
Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari  : 

 
a. Kepala Dinas; 
 

b. Sekretariat, membawahkan  : 
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1) Sub Bagian Penyusunan Program; 
2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; 

3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan 
 

c. Bidang, terdiri dari  : 
 

1. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan  : 
 

1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran; 

2) Seksi Penetapan; 
3) Seksi Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah; 

 
2. Bidang Penagihan, membawahkan  : 

 
1) Seksi Pendapatan Asli Daerah; 
2) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang sah; 
3) Seksi Keberatan dan Tuntutan Ganti Rugi; 

 
3. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahkan  : 

 
1) Seksi Pembukuan Pendapatan Daerah; 
2) Seksi Verifikasi Pendapatan Daerah; 

3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan 
Daerah; 

 
4. Bidang PBB-P2 DAN BPHTB, membawahkan  : 

 
1)  Seksi Pendataan, Penilaian Dan Penetapan PBB-P2 Dan 

BPHTB; 

2)  Seksi Pelayanan Penagihan PBB-P2 Dan BPHTB; 
3) Seksi Pengawasan Dan Pelaporan PBB-P2 Dan BPHTB; 

 
d. Kelompok Jabatan Fungsional; 

 
      e. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

 

 
 

 
5. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut  : 

 
 

BAB VII 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
 

Pasal 46 
 

(1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah adalah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. 

 

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 
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Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Gunung Mas 
 

 
 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 10 Desember  2013          
 

BUPATI GUNUNG MAS, 
 

            ttd 
 

    HAMBIT BINTIH 
 

 
 

 
                

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 10 Desember 2013             
 

   SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS, 

 
                  ttd 

 
              KAMIAR 
  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2013 
NOMOR 199 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

 
 

MURIE, SH 

NIP. 19670712 199302 1 005 



 
 

         
        
 

LAMPIRAN  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS   
NOMOR  11 TAHUN  2013 

  TANGGAL 10 DESEMBER  2013      
    
 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS  
 

 
     
  

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 BUPATI GUNUNG MAS 

 

                                                                                                                                                                                                                                       ttd 

 

                                                                                                                                                                                                                          HAMBIT BINTIH 

 

KEPALA DINAS 

 
 

U P T D          
        
 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

        

        

        

        

        

 

 

BIDANG  
SUMBER DAYA AIR          

        
 

 
SEKSI 

PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR 

  

 

  

        

        
 

 
SEKSI 

PENGAMANAN SUMBER DAYA AIR  
 

  

         

        
 

 
 

BIDANG 
BINA MARGA  

 

          

        
 
 
 
 

SEKSI  
JALAN 

 
  

         

        
 

 
SEKSI 

JEMBATAN 
     

        
 
 

SEKSI 
PEMELIHARAAN JALAN DAN 

JEMBATAN 
     

        
 

 
SEKSI 

PEMBANGUNAN PENGAIRAN 
 

  

         

        
 

 
 

SEKRETARIAT 
        
 

 
 

SUB BAGIAN  
UMUM DAN PERLENGKAPAN 

 

 
       

        
 

 
 

SUB BAGIAN  
PENYUSUNAN PROGRAM 

 

       

        
 

 
SUB BAGIAN  

KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN 

 

 
       

        
 

 

 
BIDANG 

TATA RUANG 

 

        

        
 
 

SEKSI 
TATA RUANG DAN KAWASAN 

STRATEGIS 

 

            

        
 

 

SEKSI 
PERALATAN DAN PERBEKALAN 
DAN PENGENDALIAN UJI MUTU 

          

        
 
 

SEKSI 
KEBERSIHAN KOTA 

          

        
 

 

 
BIDANG 

CIPTA KARYA  

 

        

        
 
 

SEKSI 
TATA BANGUNAN DAN 

PERUMAHAN 

 

            

        
 
 

SEKSI 
AIR BERSIH 

          

        
 

 

SEKSI 
PENYEHATAN LINGKUNGAN   

DAN PERMUKIMAN  

          

        
 



 
 

          
        
 

LAMPIRAN  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS   
NOMOR 11 TAHUN  2013 
TANGGAL 10 DESEMBER 2013           

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN GUNUNG MAS 
 
 

 
     

 
     

 

 

 

 

` 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                           

  

 

 

 

   

 

 

  BUPATI GUNUNG MAS 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               ttd 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           HAMBIT BINTIH 

 

 
 

U P T D          
        
 

 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

        

        

        

        

        

 

 

 

BIDANG  
PERINDUSTRIAN 

 
 
   
   

   

 

       

        
 

SEKSI  

BINA PRODUKSI DAN LINGKUNGAN 

 

SEKSI  
FASILITASI PEMBINAAN 
KERJASAMA INDUSTRI  
PERDAGANGAN DAN 

KEWIRAUSAHAAN DAN IKLIM 
USAHA 

SEKSI  
BINA SARANA 

 
 

 

BIDANG  
 PERDAGANGAN 

 
 
 
  
  
  
  
  

           

        
 

 

SEKSI  

KERJASAMA DAN PROMOSI 

 

 

SEKSI  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN 

METROLOGI 
 
  

 

  

          

        
 

 

SEKSI 
SARANA USAHA DAN PEMASARAN 

 
  

 

  

          

        
 

 

 

BIDANG  
UMKM 

 
 
  
  
  
  
  

           

        
 

 

SEKSI  
BINA USAHA 

  
 
 
  

 

  

          

        
 

 
 
  

 

  

          

        
 

 

SEKSI  
FASILITASI PERMODALAN 

 
  

 

  

          

        
 

 

SEKSI  
BINA LEMBAGA & SDM 

 
 

          
        

 

 
 

SEKRETARIAT 
        
 

 
SUB BAGIAN  

UMUM DAN PERLENGKAPAN  
 

 
       

        
 

 
SUB  BAGIAN   

PENYUSUNAN PROGRAM   
 

       

        
 

SUB  BAGIAN   
KEUANGAN DAN 
KEPEGAWAIAN  

 

       

        
 

 

 

BIDANG  
KOPERASI 

 
 
  
  
  
  
  

           

        
 

 

SEKSI  
KELEMBAGAAN KOPERASI 

  
 
 
  

 

  

          

        
 

 
 
 
  

 

  

          

        
 

 

SEKSI  
FASILITASI DAN PERMODALAN 

 
 
  

 

  

          

        
 

 
 
  

 

  

          

        
 

 

SEKSI  
BINA USAHA KOPERASI 

  
 
 
  

 

  

          

        
 

 
 
  

 

  

          

        
 



 
 

          
        
 

LAMPIRAN  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS   
NOMOR  11 TAHUN  2013 
TANGGAL 10 DESEMBER 2013           

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 
 
 

 
     

 
     

 

 

 

 

` 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                          BUPATI GUNUNG MAS 

 

 

 ttd 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            HAMBIT BINTIH 

 
 

U P T D          
        
 

 

KEPALA DINAS 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

        

        

        

        

        

 

 

 

BIDANG  
PENDATAAN DAN PENETAPAN 

 
 
 
   
   

   

 

       

        
 

 

SEKSI  
PENETAPAN 

  
 
 
  

 

  

          

        
 

 

SEKSI  
PENGEMBANGAN POTENSI 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 
  
 
 
  

 

  

          

        
 

 

SEKSI  
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN 

  
 
 
  

 

  

          

        
 

 
 

 

BIDANG  
PENAGIHAN 

 
 
 
  
  
  
  
  

           

        
 

SEKSI  
DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN 

PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 
  
 
 
  

 

  

          

        
 

 

 

SEKSI  
KEBERATAN DAN TUNTUTAN GANTI 

RUGI 
 
 
  

 

  

          

        
 

 

SEKSI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH 

 
 
  

 

  

          

        
 

 

 

BIDANG  
 PBB-P2 DAN BPHTB 

 
 
 
  
  
  
  
  

           

        
 

 

SEKSI  
PELAYANAN PENAGIHAN PBB-P2 DAN 

BPHTB 
  
 
 
  

 

  

          

        
 

 

SEKSI  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN  

PBB-P2 DAN BPHTB 
 
 
  

 

  

          

        
 

 

SEKSI PENDATAAN, PENILAIAN DAN 
PENETAPAN PBB –P2 DAN BPHTB 

 
 
  
 

  
          

        
 

 
 

SEKRETARIAT 
        
 

 
SUB BAGIAN  

UMUM DAN PERLENGKAPAN  

 

 
       

        
 

 
SUB  BAGIAN   

PENYUSUNAN PROGRAM   
 

       

        
 

 
SUB  BAGIAN   

KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN  
 

       

        
 

 

 

BIDANG  
 PEMBUKUAN DAN PELAPORAN 

 
 
 
  
  
  
  
  

           

        
 

 

SEKSI  
VERIFIKASI PENDAPATAN DAERAH 

  
 
 
  

 

  

          

        
 

 

SEKSI  
MONITORING, EVALUASI DAN 

PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH 
 
 
  

 

  

          

        
 

 

SEKSI  
PEMBUKUAN PENDAPATAN DAERAH 

 
 
  

 

  

          

        
 



 

LAMPIRAN   : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS        
NOMOR 11 TAHUN  2013 
TANGGAL  10 DESEMBER  2013              

  

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN GUNUNG MAS 
 
 

 
     

 
     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                  

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

   

 BUPATI GUNUNG MAS 

 

     ttd 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       HAMBIT BINTIH 

 

 

 

KEPALA DINAS 

 

U P T D 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

        

        

        

        

        

 

 

BIDANG   
 PEMBINAAN  PERTAMBANGAN 

 
 
 
  
  
  
  
  

           

        
 

 

 

SEKSI  
 PERIZINAN DAN USAHA 

PERTAMBANGAN 
 
 
 
 
 
  

  

 

  

        

        
 

 

SEKSI  
REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG 

    
 
 
 
 
 
 
 

  

         

        
 

 
 

BIDANG  
MIGAS, KELISTRIKAN DAN ENERGI 

  
 
   
   
   
 

          

        
 

 

SEKSI 
PENGUSAHAAN MIGAS  

 
 
 
  
 
  

         

        
 

 

SEKSI  
PENGUSAHAAN KELISTRIKAN DAN 

PEMANFAATAN ENERGI 
  
 
  
  
     

        
 

 
 

BIDANG  
GEOLOGI DAN PENGUSAHAAN 

 AIR BAWAH TANAH  
 
  
 
   
   
   
 

          

        
 

 

SEKSI  
GEOLOGI 

 
 
 
  
 
  

         

        
 

 

 

SEKSI  
PENGUSAHAAN AIR BAWAH TANAH 

  
 
  
 
  
  
     

        
 

 
 

SEKRETARIAT 
        
 

 
SUB BAGIAN  

UMUM DAN PERLENGKAPAN 

 

 
       

        
 

 
 

SUB BAGIAN  
PENYUSUNAN PROGRAM 

 

       

        
 

 
SUB BAGIAN  

KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN 

 

 
       

        
 

BIDANG   
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  

PERTAMBANGAN 
 
 

 
  
  
  
  
  

           

        
 

 

SEKSI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

KEGIATAN PERTAMBANGAN 
 
 
 
 
 
  

  

 

  

        

        
 

 

SEKSI  
K3 DAN LINGKUNGAN  

    
 
 
 
 
 
 
 

  

         

        
 


